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Abstrak 
 
Pelaksanaan penyidikan di Polres Sampang terhadap tindak pidana narkotika 
menurut UU No.35 Tahun 2009  yang dilakukan oleh aparat kepolisian atau 
aparat penyidik, adalah berpijak pada norma yuridis yang sudah mengaturnya. 
Pihak-pihak yang berdasarkan bukti permulaan diduga terlibat dalam 
penyalahgunaan narkotika, langsung dilakukan pemeriksaan secara intensip 
dengan cara melakukan pelacakan di lapangan, menguji kebenaran, atau mencari 
sumber pendukung lainnya. Hal ini dilakukan karena problem tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika  di wilayah hukum Polres Sampang sudah tergolong 
serius dan terorganisir.  
Kata Kunci: narkotika, penyidikan, kepastian, perkembangan 
 
Abstract 
The investigation in Sampang Police Station against narcotics crime according to 
Law No. 35 of 2009 carried out by the police or investigating apparatus, is based 
on juridical norms that have regulated. The parties that are based on preliminary 
evidence are thought to be involved in narcotics abuse, immediately conducted an 
intensive inspection by conducting tracking in the field, testing the truth, or 
seeking other supporting sources. This was done because the problem of narcotics 
crime abuse in the jurisdiction of the Sampang police station was classified as 
serious and organized. 
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PENDAHULUAN 
 Pembangunan terus dilakukan oleh bangsa Indonesia di tengah tantangan 
kejahatan yang bermacam-macam, khususnya kejahatan yang berkategori serius 
atau istmewa (exstra ordinary crime) seperti praktik penyalahgunaan zat-zat 
adiktif semacam narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) dan  terlarang 
lannya.1  Kelompok penyalahguna narkoba ini dari waktu ke waktu bukananya 
berkurang, tapi punya kecenderungan meningkat  atau bertambah meluas, 
khususnya jaringannya. 2 
                         
1Fuad Nashir, Perkembangan Kejahatan Serius di Indonesia, (Yogyakarta: 
Lingkar Baru, 2016), hal. 15.  
2Ibid.  
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 Kita secara umum paham atau mengerti, bahwa upaya membangun manusia 
Indonesia tidaklah mudah. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang 
sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seringkali menghadapi berbagai 
bentuk tantangan. Meskipun demikian, upaya membangun kualitas sumber daya 
manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu 
ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat kesehatannya di semua 
penduduk. 
 Kualitas sumbedraya manusia (SDM) selalu dalam ujian kejahatan di bidang 
penyalahgunaan obat-obat yang semestinya berguna untuk kesehatan. Peningkatan 
derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan 
pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan 
ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan 
sebagai obat-obatan untuk kesehatan, juga digunakan untuk percobaan dan 
penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu 
pengetahuan dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan. 
 Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana 
perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang 
proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran 
terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin 
bertambah, baik jenis maupun polanya semakin kompleks. Perkembangan 
masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir serta gaya 
hidup masyarakat yang semakin bermacam-macam, diantaranya dengan maksud  
menggunakan narkoba sebagai obyek dari kebutuhan yang harus dipenuhinya, 
meski.untuk memenuhinya dengan cara-cara melanggar norma hukum yang 
berlaku. 
 Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala  
bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada  
kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga 
ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang 
canggih.  
 Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk 
mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkotika dan 
obat-obatan terlarang. 
METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini adalah yuridis empirik dengan pendekatan peraturan 
perundang-undangan dan studi kasus, teknik pengambilan bahan yang digunakan 
adalah teknik wawancara, dokumentasi, dan pengamatan, sumberdatanya dari 
informan di lapangan dan bahan hukumnya menggunakan bahan hukum primer 
dan sekunder. Sedangkan analisisnya menggunakan deskriptif kualitatif. 
 
PEMBAHASAN 
 Kita bisa mencermati kondisi akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-
obatan terlarang (narkoba) telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan 
modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum 
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di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna 
meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia 
khususnya bagi generasi penerus bangsa. Meski demikian, kejahatan 
penyalahgunaan narkoba ini masih marak terjadi di masyarakat. Bahkan di 
beberapa kelompok masyarakat, khususnya di kalangan usia muda, ada 
kecenderungan terjadi peningkatan atau perkembangan modus 
penyalahgunaannya. 
 Penyalahgunaan narkoba seperti di kalangan remaja atau mahasiswa, 
termasuk bentuk penyalahgunaan yang memprihatinkan, karena  bukan hanya dari 
segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas penyalahgunaannya yang berdampak 
meluas,  seperti akibatnya pada diri sendiri hingga penularannya pada anggota 
masyarakat lain.. 
 Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan 
berbahaya lainnya merupakan suatu kajian yang menjadi masalah dalam lingkup 
nasional maupun secara internasional. Pada kenyataanya, kejahatan narkotika 
memang telah menjadi sebuah kejahatan transnasional yang dilakukan oleh 
kelompok kejahatan terorganisir (organized crime). Masalah ini melibatkan 
sebuah sistem kompleks yang berpengaruh secara global dan akan berkaitan erat 
dengan Ketahanan Nasional sebuah bangsa. Baik secara langsung maupun tidak 
langsung, dalam perkembangannya hingga saat ini penyalahgunaan penggunaan 
narkoba tersebar secara luas pada berbagai jenjang usia dan berbagai lapisan 
masyarakat. Mulai dari jenjang usia muda hingga tua, kelas ekonomi bawah 
sampai dengan menengah ke atas. Namun yang patut mendapat perhatian lebih 
adalah adanya kecenderungan peningkatan angka yang signifikan pada lapis usia 
produktif.3 
 Narkotika dan psikotropika merupakan dua bentuk zat yang berbeda bahan 
dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah 
penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah 
yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah 
”narkoba” yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya. Namun pada 
umumnya orang belum tahu tentang narkotika dan psikotropika karena memang 
dua zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun elektronika 
lebih sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya tahu 
macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya ganja, kokain, heroin, pil 
koplo, sabu-sabu dan lain sebagainya. 
 Pengesahan Konvensi Wina Tahun 1971 yang mengatur kerjasama 
internasional dalam pengendalian, pengawasan produksi, peredaran dan 
penggunaan narkotika dan psikotropika serta mencegah dalam upaya 
pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, dengan membatasi 
penggunaannya hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu 
pengetahuan. Hal ini merupakan upaya pemerintah dengan penyelenggaraan 
kerjasama antara negara-negara lain dalam rangka suatu usaha pengawasan, 
peredaran dan penyalahgunaan psikotropika dan narkotika yang memberikan 
                         
3 http://ferli1982.wordpress.com/2011/01/04/trend-perkembangan-
narkotika-di-indonesia/, diakses tanggal 13 Mei 2019 
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arahan tentang prinsip-prinsip yuridis kriminal dan aturan-aturan tentang 
ekstradisi. 
Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin 
kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap 
narkotika dan psikotropika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas 
teritorial Indonesia. Di samping itu untuk kepentingan nasional, khususnya untuk 
kepentingan didalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan 
dalam rangka pengaturan peredaran narkotika dan psikotropika untuk kepentingan 
pengobatan dan ilmu pengetahuan.4 
Pada dasarnya peredaran narkotika dan psikotropika di Indonesia apabila 
ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika 
dan Undang-Undang Psikotropika hanya melarang terhadap penggunaan 
psikotropika dan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. 
Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika dan 
psikotropika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan 
ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang 
menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada 
rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi 
muda. 
Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika, 
telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat 
putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu 
menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta 
peredaran narkotika dan psikotropika, tapi dalam kenyataannya justru semakin 
intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta 
perdagangan gelap narkotika dan psikotropika tersebut. 
Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika dan 
psikotropika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang 
menyangkut narkotika dan psikotropika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-
kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan 
mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan 
bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.5 
Penegakan hukum terhadap tindak pidana atau kejahatan narktika di 
Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada 
pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara 
melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat 
memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini 
mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis 
penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi 
keadilan masyarakat. Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang 
                         
  4 Siswantoro Sunarso. Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis. 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004), hal. 1. 
  5 O.C. Kaligis & Associates. Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, 
Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan. (Bandung: 
Alumni, 2002), hal. 260. 
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pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana 
di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran 
bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam 
lingkungan kehidupan sosial masyarakat. 
Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting 
terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah "Penyidik", dalam hal ini 
penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses 
penyelesaian terhadap kasus pelanggaran hokum atau tindak pidana narkotika. 
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang 
Narkotika6, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian 
perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana 
narkoba dewasa ini. 
Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada 
seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh intansi yang terkait 
langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya.  
 Dari waktu ke waktu  atau hari ke hari, tindak kejahatan penyalahgunaan 
narkotika di wilayah hukum Polres Sampang terus saja berkembang, dan bahkan 
cenderung semakin meningkat. Sudah tidak terhitung banyaknya seseorang yang 
menjadi pelaku kejahatan, sedangkan tidak sedikit pula yang menjadi korbannya, 
baik nyawa (badan) maupun harta benda.  
 Perlu dijadikan bahan pembelajaran semua pihak, bahwa perkembangan 
narkotika sekarang memprihatinkan, apalagi pengedaran atau penyalahgunannya 
di dunia, termasuk yang tejadi di Sampang sebagai bagian dari peta kejahatan ini 
di Indonesia. 
Ada bermacam-macam jenis narkotika sebagiamana berikut:  
a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, 
memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I, II 
dan III baik dalam bentuk tanaman atau bukan. 
b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 
mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Gol I, II dan III. 
c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengirim, mengangkut 
atau mentransito Narkotika Gol I, II dan III. 
d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 
Narkotika Gol I, II dan III terhadap orang lain atau memberikan Narktika 
untuk digunakan orang lain. 
e. Penyalah guna Narkotika Gol. I,II dan III terhadap diri sendiri. 
f. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana 
narkotika. 
g. Setiap orang yang menyuruh, memberi, atau menjanjikan sesuatu, 
memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan , 
memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu 
muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan 
tindak pidana Narkotika. 
                         
6 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 
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h. Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta 
penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau 
tindak pidana perkusor narkotika dimuka pengadilan. 
i. Petugas Laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara 
melawan hokum tida melaksanakan kewajiban melaporkan hasil 
pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum. 
j. Saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan 
perkara tindak pidana Narkotika dan Perkusor Narkotika di muka  
pengadilan. 
k. Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 tahun melakukan pengulangan 
tindak pidana narkotika. 
l. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, 
sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerinta, dan apotekyag 
mengedarkan Narkotika Golongan II dan III. 
m. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam membeli, 
menyimpan, atau menguasai tanaman narkotka bukan untuk kepentingan 
pengembangan ilmu pengetahuan. 
n. Pimpinan industri farmasi tertentu yang memproduksi narkotika golongan 
I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. 
o. Pimpinan pedagang farmasi yang mengedarkan narkotika golongan I yang 
bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau 
mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan 
pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan 
ilmu pengetahuan.  
  Pada kancah dunia Internasional, diakui oleh beberapa negara bahwa 
penanggulangan dan pemberantasan bahaya kejahatan Narkotika dan obat-
obatan lainnya ini bukanklah sebuah pekerjaan yang mudah. Banyak negara 
yang cukup kesulitan bahkan nyaris kewalahan dalam menangani tindak 
kejahatan Narkotika ini. Dalam lingkup Asia Tenggara sendiri, negara-negara 
yang tergabung dalam ASEAN telah menunjukkan sikap yang sama dalam 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, 
dengan merumuskan kesepakatan untuk mempercepat menjadikan Asean 
bebas narkoba. Untuk mencapai hal tersebut, oleh ACCORD (Asean and 
China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs), telah 
disusun empat pilar sebagai pokok kegiatan sebagai berikut : 
1. Secara proaktif membangkitkan kesadaran dan mendorong peran 
masyarakat dalam menangkal penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkoba. 
2. Membangun kesepakatan bersama dan bertukar pengalaman terbaik dalam 
upaya pencegahan. 
3. Mempertegas penegakan hukum dan peraturan melalui kerjasama yang 
lebih baik dalam pengawasan dan peningkatan kerjasama aparat penegak 
hukum, serta peninjauan pembuatan undang-undang yang berlaku. 
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4. Menghapus persediaan narkotika gelap dengan mendorong program-
program pengembangan alternatif dalam membasmi penanaman gelap 
narkotika.7 
 Dari segi korban nyawa, memang tidak ada data resmi yang 
mengungkapkannya, karena secara umum tidak ada keluarga yang mau 
melaporkan pada aparat yang berwajib mengenai keberadaan anggota keluarganya 
yang meninggal dunia akibat kecanduan atau penyalahgunaan narkotika di 
wilayah hokum Polres Sampang. 
 Ada sekelompok orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga 
terjerumus dalam kejahatan narkotika. Kejahatan penyalahgunaan zat-zat 
berbahaya ini dijadikannya sebagai bagian dari pilihan yang tidak terhindarkan, 
karena dari kejahatan ini ada yang dianggapnya mampu memenuhi 
keperluan/kepentingan, atau memberikan kepuasan secara biologis8  
 Ketidakmampuan itu terbukti, bahwa kekuatan hukum yang bersifat 
mengikat dan memaksanaya untuk patuh tidak diikutinya, karena dianggapnya 
merugikan atau mengganggu kepentingan-kepentingannya.  
 Misalnya, seseorang mengetahui kalau suatu norma hukum itu melarang 
seseorang menggunakan narkotika dan zat-zat adiktif lainnya, akan tetapi hal ini 
tidak dihiraukannya, karena ia berkeinginan mencobanya atau menkonsumsinya.  
Kalau mematuhi hukum yang melarang penggunaan narkotika, sikap ini dianggap 
tidak memberikan keuntungan atau menghalangi kepentingan pribadi dan 
kelompoknya.  
  Perkembangan data kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hokum 
Polres Sampang menunjukkan kondisi memprihatinkan. Karena ada 
kecenderungan terjadi peningkatan. Hal ini memang tidak bisa  dilepaskan dari 
faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jika faktor-faktor yang mempengaruhinya 
tidak bisa ditanggulangi, maka kecenderungan perkembangannya akan sulit 
diminimalisasi atau ditanggulangi secara maksimal. 
Pelaksanaan penyidikan di Polres Sampang terhadap tindak pidana narkotika 
menurut UU No.35 Tahun 2009  yang dilakukan oleh aparat kepolisian atau aparat 
penyidik, adalah berpijak pada norma yuridis yang sudah mengaturnya. Pihak-
pihak yang berdasarkan bukti permulaan diduga terlibat dalam penyalahgunaan 
narkotika, langsung dilakukan pemeriksaan secara intensip dengan cara 
melakukan pelacakan di lapangan, menguji kebenaran, atau mencari sumber 
pendukung lainnya. Hal ini dilakukan karena problem tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika  di wilayah hokum Polres Sampang sudah tergolong 
serius dan terorganisir. Kenyataan ini terkait dengan pernah ditemukannya kasus 
pengedaran sabu-sabu yang tergolong besar dan menjadi perhatian nasional, 
sehingga siapapun yang ditangkap atau ditahan karena persoalan hukum 
penyalahgunaan narkotika, maka akan  dilacak jaringannya untuk digunakan 
melengkapi berkas-berkas penyidikan.  
PENUTUP 
                         
7http://ferli1982.wordpress.com/2011/01/04/trend-perkembangan-
narkotika-di-indonesia/, diakses tanggal 14 Mei 2019  
8wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Sampang, 15 Mei 2019.  
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  Diharapkan terjadi peningkatan kinerja secara progresif di kalangan 
penyidik sehubungan dengan semakin beragam dan banyaknya kasus pengedaran 
narkotika. Sebaiknya diatur lebih lanjut mengenai penggunaan teknologi 
informasi seperti halnya pada pengaturan tindak pidana pencucian uang (money 
laundering), karena hal ini untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan 
dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang modus operandinya 
semakin canggih. 
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